Menimbang

Mengingat

PERATURAN BUPATI BREBES
NOMOR 42 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL
YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

a.

1.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BREBES,

bahwauntukmelaksanakanketentuanlampiran BAB II
HurufD angka 2 poin e nomor 9 dan poinf nomor 19
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor77 Tahun
2020tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan
Daerah, perlumenetapkanpedomanpengelolaanhibah dan
bantuansosial yang bersumberdariAnggaranPendapatan dan
Belanja Daerah KabupatenBrebes;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Pedoman PengelolaanHibah Dan Bantuan Sosialyang

bersumberdariAnggaranPendapatan dan BelanjaDaerah;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan
Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 1950 Nomor 42);

Undang-UndangNomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor

112, TambahanLembaran Negara Republiklndonesia Nomor



4132) sebagaimanatelahdiubahdenganUndang-
UndangNomor 28 Tahun 2004 tentangPerubahan Atas
Undang-UndangNomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor115, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4430);

Undang-UndangNomor 25 Tahun 2004
tentangSistemPerencanaan Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
104, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4421);

Undang-UndangNomor 17Tahun 2013tentangOrganisasi
Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2013Nomorl16, TambahanLembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5430);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomorll
Tahun 2020tentangCiptaKerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, TambahanLembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
Undang-undangNomor 1 Tahun 2022
tentangHubunganKeuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 4, TambahanLembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 6757);
PeraturanPemerintahNomor12 Tahun2019
tentangPengelolaanKeuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,
TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah



(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

9. Peraturan Daerah KabupatenBrebesNomor8 Tahun 2021
tentangPengelolaanKeuanganDaerah( Lembaran Daerah
KabupatenBrebesTahun 2021 Nomor 8,

TambahanLembaran Daerah KabupatenBrebesNomor 8).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN

HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.

Pemerintah Daerah
adalahKepaladaerahsebagaiunsurpenyelenggaraPemerintahan Daerah yang
memimpinpelaksanaanurusanpemerintahan yang
menjadikewenangandaerahotonom.

BupatiadalahBupatiBrebes.

Wakil Bupatiadalah Wakil BupatiBrebes.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnyadisingkat DPRD
adalahLembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang
berkedudukansebagaiunsurpenyelenggaraPemerintahan Daerah.
AnggaranPendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnyadisingkat APBD
adalahrencanakeuangantahunanPemerintah Daerah yang dibahas dan
disetujuibersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan
ditetapkandenganPeraturan Daerah.

OrganisasiPerangkat Daerah yang
selanjutnyadisingkatOPDadalahperangkatDaerah pada Pemerintah Daerah
selakupenggunaanggaran/penggunabarang.

SatuanKerjaPengelolaKeuangan Daerah yang selanjutnyadisingkat SKPKD



10.

11.

12.

13.

14.

15.

adalahperangkatDaerah pada Pemerintah Daerah yang
melaksanakanpengelolaanAnggaranPendapatan dan Belanja Daerah.
PejabatPengelolaKeuangan Daerah yang selanjutnyadisingkat PPKD
adalahkepalasatuankerjapengelolakeuanganDaerah yang
mempunyaitugasmelaksanakanpengelolaan APBD dan
bertindaksebagaiBendaharaUmum Daerah.

Tim AnggaranPemerintah Daerah yang selanjutnyadisingkat TAPD adalah
Tim yang dibentukdengan Keputusan Bupati dan dipimpin oleh Sekretaris
Daerah yang
mempunyaitugasmenyiapkansertamelaksanakankebijakanBupatidalamrang
kapenyusunan APBD yang anggotanyaterdiridariPejabatPerencanaDaerah,
PPKD dan Pejabatlainnyasesuaidengankebutuhan.
PejabatPenatausahaanKeuanganOPD yang selanjutnyadisingkat PPK-
OPDadalahpejabat yang melaksanakanfungsi tata usahakeuangan pada
OPD.

RencanaKerja dan AnggaranOPD yang selanjutnyadisingkat RKA-
OPDadalahdokumenperencanaan dan penganggaran yang berisi program,
kegiatan dan anggaranOPD.

DokumenPelaksanaanAnggaraanOPD yang selanjutnyadisingkat DPA-
OPDmerupakandokumen yang memuatpendapatan dan belanjasetiapOPD
yang digunakansebagaidasarpelaksanaan oleh PenggunaAnggaran.
Hibahadalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah
kepada pemerintah pusat atau pemerintah daerah lain, Badan Usaha Milik
Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Badan, Lembaga dan organisasi
kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik
telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat,
serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang
penyelanggaraan urusan pemerintahan daerah.

BantuanSosialadalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari
pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau
masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang
bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resikososial.
ResikoSosialadalahkejadianatauperistiwa yang
dapatmenimbulkanpotensiterjadinyakerentanansosial yang ditanggung oleh
individu, keluarga, kelompok

dan/ataumasyarakatsebagaidampakkrisissosial, krisisekonomi,



16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

krisispolitik, fenomenaalam dan bencanaalam yang
jikatidakdiberikanbelanjabantuansosialakansemakinterpuruk dan
tidakdapathidupdalamkondisiwajar.

Naskah Perjanjian Hibah Daerah selanjutnya disingkat NPHD adalah Naskah
Perjanjian Hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah antara Pemerintah Daerah dengan Penerima Hibah.

Organisasi Kemasyarakatan selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi
yang dibentuk oleh anggota masyarakat warga negara Republik Indonesia
secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama dan
kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa untuk berperan serta dalam
pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara
Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila termasuk
organisasi non pemerintahan yang bersifat nasional dibentuk berdasarkan
ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan berdomisili di wilayah
administrasi Kabupaten Brebes.

Kelompok masyarakat adalah kumpulan anggota masyarakat yang hidup
bersama-sama dan saling berinteraksi untuk suatu tujuan tertentu yang
dilegalisasi oleh Camat Wilayah Administrasi kelompok masyarakat yang
bersangkutan di wilayah administrasi Kabupaten Brebes.

Orang Terlantar adalah Warga Kabupaten Brebes atau warga di luar
Kabupaten Brebes yang dalam bepergian mengalami kehabisan bekal di
Wilayah Kabupaten Brebes untuk melanjutkan perjalanan ke daerah tujuan,
yang disebabkan karena kehilangan perbekalan atau penyebab lain
berdasarkan surat pengantar dari Polres/Polsek di Wilayah Kabupaten
Brebes.

Terus menerus adalah Hibah yang dapat diberikan secara terus menerus
setiap tahun kepada Lembaga/Badan yang pembentukannya berdasarkan
oleh Peraturan Perundang-undangan.

Tempat Peribadatan Lainnya adalah Bangunan yang memiliki -ciri-ciri
tertentu yang khusus dipergunakan untuk beribadat bagi para pemeluk
agama selain Agama Islam secara permanen, tidak termasuk tempat ibadah
keluarga.

Sistem  Informasi Hibah  Bansos Terpadumerupakansistem yang
dikembangkanPemerintah Daerahgunatatanan, prosedur, dan
mekanismedalampengelolaandata dan/atau informasi HibahBansos dalam

mendukung kebijakan dan optimalisasi pelayanan.



Pasal 2
Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:
a. Hibah;
b. BantuanSosial,
c. Monitoring dan Evaluasi;
d. PengelolaAnggaran; dan

e. SistemInformasiPengelolaanHibah dan BantuanSosial.

Pasal 3
(1) Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dapat berupa uang,
barang, atau jasa.
(2) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2huruf b dapat berupa

uang ataubarang.

Pasal4
PeraturanBupatiinidimaksudkansebagaipedomanterselenggaranyapelayananpubl
ikdalamrangkamenunjangkelancaranpelaksanaan pemberianhibahdan

bantuansosialagar lebihefisien, efektif, tepatwaktu dan tepatsasaran.

Pasal5
Setiappemberianbantuankepadakelompok/masyarakat oleh Pemerintah agar
mempunyailegalitas formal dan

dapatdipertanggungjawabkansecarahukumbaiksecaraadministrasimaupunfisik.

BAB II
HIBAH
Bagian Kesatu

Umum

Pasal6
(1) Pemerintah Daerah
dapatmemberikanhibahsesuaikemampuankeuanganDaerah.

(2) PemberianHibahsebagaimanadimaksud pada ayat (1)



(3)

(4)

dilakukansetelahmemprioritaskanpemenuhanbelanjaurusanwajib dan
belanja urusan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.
Pemberianhibahditujukanuntukmenunjangpencapaiansasaran, program,
kegiatan dan sub
kegiatanpemerintahdaerahsesuaikepentingandaerahdalammendukungtersel
enggaranyafungsipemerintahan, pembangunan, dan
kemasyarakatandenganmemperhatikanasaskeadilan, kepatutan,
rasionalitas dan manfaatuntukmasyarakat.
PemberianHibahsebagaimanadimaksud pada ayat (1)
memenuhikriteriapaling sedikit:
a. peruntukannyasecaraspesifiktelahditetapkan,;
b. bersifattidakwajib dan tidakmengikat;
c. tidakterusmenerussetiaptahunanggaran, kecuali:
(1)
kepadapemerintahpusatdalamrangkamendukungpenyelenggar

aanpemerintahandaerahsepanjangtidaktumpangtindihpendanaanny

adengan APBN sesuaidenganketentuanperaturanperundang-

undangan,;

(2)badan dan lembaga yangditetapkan oleh
pemerintahataupemerintahdaerahsesuaidengankewenangannyaberd
asarkanketentuanperaturanperundang-undangan;

(3) partaipolitik dan/atau;

(4) ditentukan lain oleh peraturanperundang-undangan;

d. memberikannilaimanfaatbagipemerintahdaerahdalammendukungtersele
nggaranyafungsipemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

e. memenuhipersyaratanpenerimahibah.

Pasal7

Hibahdapatdiberikankepada :

a
b.

o

e

Pemerintah Pusat;

Pemerintah Daerah lainnya;

Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah;

Badan, Lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum
Indonesia; dan/atau

Partai Politik.



(1)

(2)

(3)

(4)

Pasal8

HibahkepadaPemerintahPusat sebagaimanadimaksuddalamPasal7huruf a

diberikankepadasatuankerjadariKementerian/lembagaPemerintah non

Kementerian yang wilayah kerjanyadi Kabupaten Brebes.

Hibahkepadapemerintahpusatdilarangtumpangtindihpendanaannyadengan

AnggaranPendapatan dan BelanjaNegara

sesuaidenganketentuanperaturanperundang-undangan.

Hibahkepadapemerintahpusatdimaksudhanyadapatdiberikan 1 (satu) kali

dalamtahunberkenaan.

Hibahkepadapemerintah daerah lainnya

sebagaimanadimaksuddalampasal7hurufbdiberikankepadadaerahotonomba

ruhasilpemekarandaerahsesuaidenganketentuanperaturanperundang-
undangan.

Hibah kepada Badan Usaha Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam

pasal 7 huruf c diberikan untuk meningkatkan pelayanan kepada

masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

HibahkepadaBadan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 7 huruf c diberikan dalam rangka untuk meneruskan hibah yang

diterima Pemerintah Daerah dari Pemerintah Pusat sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan. Hibah kepada BUMD tidak
dapat diberikan dalam bentuk barang kecuali uang atau jasa.

Hibah kepada badan dan lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7

huruf d diberikan kepada badan dan lembaga :

a. yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan
peraturan perundang-undangan.

b. yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat
keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri Dalam Negeri,
Gubernur atau Bupati.

c. yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa
kelompok masyarakat/kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang
masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan
keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat dan/atau pemerintah
daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi
vertikal atau kepala satuan kerja perangkat daerah terkait sesuai
dengan kewenangannya.

d. Koperasi yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-



(8)

)

(3)

undangan dan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah

daerah sesuai dengan kewenangannya.
Hibahkepadaorganisasikemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf d diberikan kepada organisasi
kemasyarakatan yang berbadan hukum yayasan atau organisasi
kemasyarakatan yang berbadan hukum perkumpulan yang telah
mendapatkan pengesahan badan hukum dari kementerian yang
membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia sesuai Peraturan
Perundang-Undangan.
Hibahkepadapartai politik sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf e
berupa pemberian bantuan keuangan kepada partai politik yang
mendapatkan kursi di DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Besaran penganggaran
belanja bantuan keuangan kepada partai politik dimaksud sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal9
Hibahkepadabadan dan lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal8ayat
(7) diberikandenganpersyaratan paling sedikit :
a. memilikikepengurusan yang jelas di Wilayah Kabupaten Brebes
dibuktikan dengan akte notaris;
b. memiliki surat keterangan domisili dari lurah/kepala desa setempat;
c. berkedudukandalamwilayahKabupaten Brebes.
HibahkepadaorganisasikemasyarakatansebagaimanadimaksuddalamPasal8
ayat (8) diberikandenganpersyaratan paling sedikit :
a. Telah terdaftar pada kementerian yang membidangi urusan hukum dan
hak asasi manusia;
b. berkedudukandalamWilayahKabupaten Brebes; dan
c. memilikisekretariattetap dalam Wilayah Kabupaten Brebes.
Untuk hibah kepada badan/lembagabidang keagamaan, Surat Keterangan
Terdaftar (SKT) diterbitkan oleh Kantor Kementerian AgamaKabupaten
Brebes.

Pasal 10

Dalamhalterdapatdualismekepengurusan Badan/Lembaga/Organisasi



Masyarakat,

Bupatisesuaidengankewenangannyaberhakmenolakmemberikanhibahkepada

Badan/Lembaga/Organisasi Masyarakat dimaksud.

(1)

(7)

(1)

BagianKedua
Penganggaran
Pasalll

Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, Badan Usaha Milik Negara
atau Badan Usaha Milik Derah, badan dan lembaga, serta organisasi
kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dapat
menyampaikanusulanhibahsecaratertuliskepadaBupati cq. Kepala OPD
yang membidangi. Khusus untuk usulan dari badan/lembaga dan
organisasi kemasyarakatan, proposalnya diketahui oleh  Kepala
Desa/Kepala Kelurahan dan Camat setempat.
BupatimenunjukOPDterkaituntukmelakukanverifikasi dan
evaluasiusulansebagaimanadimaksud pada ayat (1).
OPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan verifikasi dan
evaluasi keabsahan dan kelengkapan persyaratan permohonan belanja

hibah berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh OPD.

KepalaOPDterkaitsebagaimanadimaksud pada ayat (2)
menyampaikanhasilevaluasiberuparekomendasi kepadaBupatimelalui
TAPD.

TAPD memberikanpertimbanganatasrekomendasi sebagaimanadimaksud
pada ayat (4) sesuaidenganprioritas dan kemampuankeuangandaerah.
Bupati menetapkan Besaran Maksimal dan Tata Cara Pemberian Hibah,
dan Bantuan Sosial sebagaimana tercantum dalam Lampiran [ Peraturan
Bupati ini.

Besaran maksimal sebagaimana tersebut dalam ayat (6), dikecualikanbagi
badan/lembaga sebagaimana tersebut Pasal 8 ayat (7) huruf a, yang

dibentuk berdasarkan peraturan Perundang-undangan.

Pasal12
Rekomendasi Kepala OPD dan pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud
dalam  Pasal 11 ayat (4) dan ayat (5) menjadi dasar



pencantumanalokasianggaranhibahdalamrancanganRKPD.

(2) Pencantumanalokasianggaransebagaimanadimaksud pada ayat (1),
meliputianggaranhibahberupa uang, barang dan/ataujasa.

(3) BesaranSatuan Harga yang diusulkandalam RAB berpedoman pada

PeraturanBupatitentangStandarSatuan Harga KabupatenBrebes.

Pasal 13

(1) Penganggaranbelanjahibahdianggarkan pada OPDterkait dan
dirincimenurutobjek, rincianobjek, dan sub rincianobjek pada program,
kegiatan, dan sub kegiatansesuaidengantugas dan
fungsiperangkatdaerahterkait.

(2) Belanjahibah yang bukanmerupakanurusan dan
kewenanganpemerintahdaerahsesuaidenganketentuanperaturanperundang-
undangan yang bertujuanuntukmenunjangpencapaiansasaran program,
kegiatan dan sub kegiatanpemerintahdaerah, dianggarkan pada
perangkatdaerah yang
melaksanakanurusanpemerintahanumumsesuaidenganketentuanperaturan

perundang-undangan.

Pasal 14
Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dianggarkan dalam akun
belanja, kelompok belanja operasi yang diformulasikan ke dalam program,
kegiatan dan sub kegiatan yang diuraikan ke dalam jenis belanja hibah, serta

obyek, rincian obyek dan sub rincian obyek sesuai dengan kriteria penerima
hibah pada OPD.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan dan Penatausahaan
Pasall5
Pelaksanaananggaranhibahberdasarkanatas DPA-OPD dan ketentuan yang

berlaku.

Pasal 16
(1) Setiappemberianhibahdituangkandalam NPHD yang ditandatanganibersama

oleh Bupati dan PenerimaHibah.



(2)

(3)

(9)

(6)

(7)

Bupatidapatmendelegasikanwewenang penandatanganan NPHD
kepadakepalaOPD yang
secarafungsionalmempunyaihubungan/membidangitugasatasnamaBupatide
nganpenerimahibah.

NPHD sebagaimanadimaksud pada ayat(1) paling

sedikitmemuatketentuanmengenai :

a. pemberi dan penerimahibah;

b. tujuanpemberianhibah;

c. besaran/rincianpenggunaanhibah yang akanditerima;
d. hak dan kewajiban;

tata carapenyaluran/penyerahanhibah;

=0

tata carapelaporanhibah; dan

g. jadwal pelaksanaan kegiatan.

Pasal 17
Bupati menetapkan daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran
uang, jenis barang atau jasa yang akan dihibahkan dengan Keputusan
Bupati berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati
tentang Penjabaran APBD.
Daftar penerima hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar
penyaluran/penyerahan hibah.
Format Lampiran Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini, sebagai bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.
Penyaluran/penyerahan hibah dari Pemerintah Daerah kepada penerima
hibah dilakukan setelah penandatanganan NPHD dan penyerahannya
dilakukan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
Pencairan hibah dalam bentuk wuang dilakukan dengan mekanisme
pembayaran langsung (LS) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-
undangan.
Proposal pengajuan pencairan ditujukan kepada OPD terkait dengan
Persyaratan danTata Cara Pengajuan Permohonan Pencairan sebagaimana
tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
Tahapan dan besaran pencairan hibah berupa uang dilaksanakan sesuai
jadwal pelaksanaan kegiatan sebagaimana tersebut Pasal 16 ayat (3) point g

di atas.



Pasal 18

Pengadaan barang dan jasa dalam rangka hibah sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 14berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan.

(1)

(4)

Bagian Keempat
Pelaporan dan Pertanggungjawaban
Pasal 19
Penerima hibah berupa uang menyampaikan laporan pertanggungjawaban
penggunaan hibah yang telah digunakan kepada Bupati melalui OPD terkait,
paling lama 3 (tiga) bulan setelah diterimanya hibah tersebut, kecuali hibah
yang diterimakan pada Bulan Oktober sampai dengan Desember tahun
berkenaan laporan pertanggungjawaban paling lambat tanggal 10 Januari
tahun anggaran berikutnya kecuali ditentukan lain sesuai Peraturan
Perundang-undangan.
Penyampaian laporan penggunaan belanja hibah dalam rangka kegiatan
pemilihan Bupati dan Wakil Bupati kepada Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten dan Badan Pengawas Kabupaten serta hibah untuk
pengamanan kegiatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dilakukan paling
lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya seluruh tahapan kegiatan
pemilihan.
Penerima hibah berupa barang dan jasa menyampaikan laporan
penggunaan hibah kepada Bupati melalui kepala OPD terkait.
Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikecualikan bagi lembaga

yang dibentuk berdasarkan peraturan Perundang-undangan.

Pasal 20

Hibah dicatat sebagai realisasi jenis belanja hibah, serta obyek, rincian obyek

dan sub rincian obyek sesuai dengan kriteria penerima hibah pada OPD.

Pasal 21

Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah atas pemberian hibah meliputi :
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(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

usulan dari calon penerima hibah kepada Bupati;

keputusan Bupati tentang penetapan daftar penerima hibah;

NPHD;

pakta integritas dari penerima hibah yang menyatakan bahwa hibah yang
diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD; dan

bukti transfer uang atas pemberian hibah berupa uang atau bukti serah

terima barang/jasa atas pemberian hibah berupa barang/jasa.

Pasal 22

Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas

penggunaan hibah yang diterimanya.

Pertanggungjawaban penerima hibah meliputi :

a. laporan penggunaan hibah;

b. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah yang
diterima telah digunakan sesuai NPHD; dan

c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai Peraturan
Perundang-undangan bagi penerima hibah berupa uang atau salinan
bukti serah terima barang/jasa bagi penerima hibah berupa
barang/jasa.

Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disimpan

dan dipergunakan oleh penerima hibah selaku obyek pemeriksaan.

Pasal 23
Realisasi hibah dicantumkan pada laporan keuangan Pemerintah Daerah
dalam tahun anggaran berkenaan.
Hibah berupa barang yang belum diserahkan kepada penerima hibah
sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan dilaporkan sebagai

persediaan dalam neraca.

Pasal 24
Realisasi hibah berupa barang dan/atau jasa dikonversikan sesuai standar
akuntansi Pemerintahan pada laporan realisasi anggaran dan diungkapkan
pada catatan atas laporan keuangan dalam penyusunan laporan keuangan
Pemerintah Daerah.

Format konversi dan pengungkapan hibah berupa barang dan/atau jasa



(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran Peraturan

Bupati ini.

BAB III
BANTUAN SOSIAL
Bagian Kesatu

Umum

Pasal25
Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan sosial kepada individu,
keluarga, anggota dan/atau kelompok masyarakat sesuai kemampuan
keuangan daerah.
Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dan urusan
pilihan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan
manfaat untuk masyarakat, kecuali ditentukan lain sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
Bantuan sosial dapat berupa uang atau barang yang diterima langsung
oleh penerima bantuan sosial.
Bantuan sosial berupa uang adalah uang yang diberikan secara langsung
kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola
yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat
dan tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak
mampuataupenerima lain yang mempunyairesikososial.
Bantuan sosial berupa barang adalah barang yang diberikan secara
langsung kepada penerima seperti bantuan kendaraan operasional untuk
sekolah luar biasa swasta dan masyarakat tidak mampu, bantuan perahu
untuk nelayan miskin, bantuan makanan/pakaian kepada yatim
piatu/tuna  sosial, ternak bagi kelompok masyarakat kurang

mampuataupenerima lain yang mempunyairesikososial.
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(2)

(3)
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(4)

Pasal 26
Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) digunakan
untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang
kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya
tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi
dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu
dapat berkelanjutan.
Risiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang merupakan dampak dari
krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam, atau bencana
alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin
terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
Keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial
dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah
lepas dari resiko sosial.
Anggota dan/atau kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 25 ayat (1) meliputi:
a) individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang mengalami
risiko sosial; atau
b) lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang
lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau
masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai dampak

risiko sosial.

Pasal 27
Bantuan sosial berupa uang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau
masyarakat terdiri atas bantuan sosial kepada individu, keluarga,
kelompok dan/atau masyarakat yang direncanakan dan yang tidak dapat
direncanakan sebelumnya.
Bantuan sosial yang direncanakan dialokasikan kepada individu, keluarga,
kelompok dan/atau masyarakat yang sudah jelas nama, alamat penerima
dan besarannya pada saat penyusunan APBD.
Bantuan sosial yang direncanakan berdasarkan usulan dari calon penerima
dan/atau atas usulan kepala OPD.
Penganggaran belanja bantuan sosial yang direncanakan dianggarkan pada

OPD terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek
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(6)

(7)

(8)
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(10)

(11)

(12)

(13)

pada program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi
perangkat daerah terkait.

Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dialokasikan
untuk kebutuhan akibat risiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada
saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan
menimbulkan risiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau
keluarga yang bersangkutan.

Pagu alokasi anggaran yang tidak dapat direncanakan sebelumnya tidak
melebihi pagu alokasi anggaran yang direncanakan.

Penganggaran bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya
dianggarkan dalam Belanja Tidak Terduga.

Usulan permintaan atas bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan
sebelumnya dilakukan oleh OPD terkait.

Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya meliputi
bantuan kepada orang terlantar, orang gila, orang miskin sakit yang tidak
masuk dalam Jaminan Sosial Orang Miskin/Jaminan Kesehatan
Masyarakat, anggota keluarga miskin yang meninggal dunia serta keluarga
miskin yang terkena bencana/musibah secara mendadak dan orang yang
terkena resiko sosial tapi belum tercantum dalam Lampiran I Peraturan
Bupati ini.

Pemberian Bantuan Sosial yang tidak direncanakan untuk Santunan
Kematian bagi Masyarakat Miskin diatur lebih lanjut dengan Peraturan
Bupati.

Pertanggungjawaban atas penggunaan Dana Bantuan Sosial yang tidak
direncanakan disampaikan oleh Kepala OPD terkait kepada PPKD dengan
melampirkan rekapitulasi penerima bantuan yang sudah membuat SPJ dan
surat pernyataan tanggung jawab belanja.

OPD membuat rekapitulasi penyaluran bantuan sosial kepada individu
dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) paling lambat tanggal 10 Januari tahun anggaran
berikutnya.

Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) memuat nama penerima,
alamat dan besaran bantuan sosial yang diterima oleh masing-masing

individu dan/atau keluarga.

Pasal 28



(1)

(2)

(3)

(1)

Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1)

memenuhi kriteria paling sedikit :

a. selektif;

b. memenuhipersyaratanpenerimabantuan;

c. bersifatsementara dan tidakterusmenerus,
kecualidalamkeadaantertentudapatberkelanjutan; dan

d. sesuaitujuanpenggunaan.

Kriteria selektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diartikan

bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang

ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan risiko sosial.

Kriteria persyaratan penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf b meliputi :

a. memiliki identitas kependudukan sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan;dan

b. berdomisili dalam Wilayah Kabupaten Brebes.

Kriteria bersifat sementara dan tidak terus menerus sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf c diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib

dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran.

Keadaan tertentu dapat berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf c¢ diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun

anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari risiko sosial.

Kriteria sesuai tujuan penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf d bahwa tujuan pemberian bantuan sosial meliputi :

rehabilitasi sosial;

b. perlindungan sosial;

c. pemberdayaan sosial;

d. jaminan sosial;

e. penanggulangan kemiskinan;dan
f. penanggulangan bencana.

Pasal 29
Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (6) huruf a
ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang
yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya

secara wajar.
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Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (6) huruf b
ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan
kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar
kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar
minimal.

Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (6) huruf
c ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang
mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi
kebutuhan dasarnya.

Jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (6) huruf d
merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan
agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
Penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat
(6) huruf e merupakan kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan yang
dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak
mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat
memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.

Penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (6)

huruf f merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.

Bagian Kedua

Penganggaran

Pasal 30
Anggota/kelompok masyarakat menyampaikan usulan tertulis kepada
Bupati c.q. Kepala OPD yang membidangi.
Bupati menunjuk OPD terkait untuk melakukan evaluasi usulan tertulis
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
Kepala OPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan
hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada Bupati melalui TAPD.
TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud

pada ayat (3) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 31
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Rekomendasi Kepala OPD dan pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 30 ayat (3) dan ayat (4) menjadi dasar pencantuman alokasi
anggaran bantuan sosial dalam Rancangan RKPD.

Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

meliputi anggaran bantuan sosial berupa uang dan/atau barang.

Pasal 32
Bantuan sosial dianggarkan dalam akun belanja, kelompok belanja operasi
yang diformulasikan ke dalam program, kegiatan dan sub kegiatan yang
diuraikan ke dalam jenis belanja bantuan sosial, serta obyek, rincian obyek

dan sub rincian obyek sesuai dengan kriteria penerima hibah pada OPD.

Pasal 33
Bupati mencantumkan daftar nama penerima, alamat penerima dan
besaran bantuan sosial dalam Lampiran Peraturan Bupati tentang
Penjabaran APBD tidak termasuk bantuan sosial kepada individu dan/atau
keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
Format Lampiran Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan dan Penatausahaan

Pasal 34

Pelaksanaan anggaran bantuan sosial berdasarkan atas DPA-OPD dan

ketentuan yang berlaku.

(1)

(2)

Pasal 35

Bupati menetapkan daftar penerima dan besaran bantuan sosial dengan
Keputusan Bupati berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD dan
Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.

Penyaluran dan/atau penyerahan bantuan sosial didasarkan pada daftar
penerima bantuan sosial yang tercantum dalam Keputusan Bupati
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kecuali bantuan sosial kepada
individu, keluarga, kelompokdan/atau masyarakat yang tidak dapat

direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27.



(3)

(4)
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Penyaluran/penyerahan bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga
yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 27 didasarkan pada permintaan tertulis/proposal dari individu
dan/atau keluarga yang bersangkutan at

au surat keterangan dari pejabat yang berwenang serta mendapat
Persetujuan Bupati setelah diverifikasi oleh OPD terkait.

Pencairan bantuan sosial berupa  uang dilakukan dengan
mekanismepembayaran langsung (LS).

Penyaluran dana bantuan sosial kepada penerima bantuan sosial
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilengkapi dengan kuitansi bukti
penerimaan uang bantuan sosial.

Persyaratan danTata Cara Pengajuan Permohonan Pencairan Bantuan

Sosial tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 36

Pengadaan barang dalam rangka bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 34 ayat (3) berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan.

(1)

(2)

(1)

Bagian Keempat

Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pasal 37

Penerima bantuan sosial berupa uang menyampaikan laporan dan
pertanggungjawaban penggunaan bantuan sosial kepada Bupati melalui
OPD terkait, maksimal 3 (tiga) bulan setelah diterimanya bantuan sosial
tersebut kecuali bantuan sosial yang diterimakan pada Bulan Oktober
sampai dengan Desember tahun berkenaan. Laporan pertanggungjawaban
disampaikanpaling lambat tanggal 10Januari tahun anggaran berikutnya.

Penerima bantuan sosial berupa barang menyampaikan laporan

penggunaan bantuan sosial kepada Bupati melalui kepala OPD terkait.

Pasal 38
Bantuan sosial berupa uang dicatat sebagai realisasi jenis belanja bantuan

sosial pada OPD dalam tahun anggaran berkenaan.
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Bantuan sosial berupa barang dicatat sebagai realisasi obyek belanja
bantuan sosial pada jenis belanja barang dalam program dan kegiatan pada

OPD terkait.

Pasal 39

OPD membuat rekapitulasi penyaluran bantuan sosial kepada individu

dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 paling lambat tanggal 10 Januari
tahun anggaran berikutnya.

Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat nama penerima,

alamat dan besaran bantuan sosial yang diterima oleh masing-masing

individu dan/atau keluarga.
Pasal40

Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah atas pemberian bantuan sosial

meliputi :

a. usulan/permintaan tertulis dari calon penerima bantuan sosial atau
surat keterangan dari pejabat yang berwenang kepada
BupaticqKepalaOPD Teknis;

b. keputusan Bupati tentang penetapan daftar penerima bantuan sosial;

c. pakta integritas dari penerima bantuan sosial yang menyatakan bahwa
bantuan sosial yang diterima akan digunakan sesuai dengan usulan;
dan

d. bukti transfer/penyerahan uang atas pemberian bantuan sosial berupa
uang atau bukti serah terima barang atas pemberian bantuan sosial
berupa barang.

Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan

huruf c dikecualikan terhadap bantuan sosial bagi individu dan/atau

keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

OPD

teknisbertanggungjawabterhadappenyimpananlaporanpertanggungjawabans

ebagaimanadimaksud pada ayat (1) sebagaiobjekpemeriksaan oleh auditor.

Pasal 41

Penerima bantuan sosial bertanggungjawab secara formal dan material atas

penggunaan bantuan sosial yang diterimanya.
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Pasal 42
Realisasi bantuan sosial dicantumkan pada laporan keuangan Pemerintah
Daerah dalam tahun anggaran berkenaan.
Bantuan sosial berupa barang yang belum diserahkan kepada penerima
bantuan sosial sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan dilaporkan

sebagai persediaan dalam neraca.

Pasal 43
Realisasi bantuan sosial berupa barang dikonversikan sesuai Standar
Akuntansi Pemerintahan pada laporan realisasi anggaran dan diungkapkan
pada catatan atas laporan keuangan dalam penyusunan laporan keuangan
Pemerintah Daerah.
Format konversi dan pengungkapan bantuan sosial berupa barang
sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum pada Lampiran Peraturan Bupati

ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan.

BAB IV
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 44
OPD terkait melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan hibah
dan bantuan sosial.
Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada OPD yang

mempunyai tugas dan fungsi kepengawasan.

SANKSI

Pasal45
Dalamhalhasil monitoring
evaluasisebagaimanadimaksuddalampasal44ayat(l)terdapatpenggunaanhiba
hataubantuansosial yang tidaksesuaidenganusulan yang telahdisetujui,
penerimaanhibahataubantuansosialbersangkutandikenakansanksisesuaide
nganperaturanperundang-undangan.
Dalamhalpenerimahibahataubantuansosialsampaidenganbataswaktu yang

telahditentukanbelummenyampaikanpertanggungjawaban,



makapenerimahibahataubantuansosialtersebuttidakdiperkenankanuntukme

nerimakembaliselama 5 (lima) tahunAnggaran.

BAB V
PENGELOLA ANGGARAN

Pasal 46

OPDpelaksana teknis Belanja Hibah dan Bantuan SosialKabupaten Brebes

adalah sebagai berikut :

a.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik pelaksana teknis belanja
berkaitandenganbantuan partai politik, badan dan lembaga semi
pemerintahan serta organisasi kemasyarakatan, dst;

Bagian Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah pelaksana teknis
belanjabantuan berkaitandengankeagamaan, dst;

Dinas Pemberdayaan dan Masyarakat
DesapelaksanateknisbantuanberkaitandenganPemerintahan dan
Masyarakat Desa, dst;

Dinas Sosial pelaksana teknis belanja bantuan berkaitandengansosial
kemasyarakatan, dst;

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata pelaksana teknis belanja bantuan
berkaitandengankesenian dan kebudayaan, dst;

Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga pelaksana teknis belanja bantuan
berkaitan dengan kepemudaan dan keolahragaan,dst;

Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan pelaksana teknis belanja
bantuan berkaitandenganusaha dan perkoperasian, dst;

Dinas Pekerjaan Umum pelaksana teknis belanja bantuan berkaitan dengan
pembangunan dan fisik bangunan, dst;

Dinas Perikanan dan Kelautan pelaksana teknis belanja bantuan berkaitan
dengan bidang perikanan dan kelautan, dst;

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan pelaksana teknis belanja bantuan
berkaitan dengan peternakan dan kesehatan hewan, dst;

Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja pelaksana teknis belanja bantuan
berkaitan dengan perindustrian dan tenaga kerja, dst;

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman pelaksana teknis

belanja bantuan berkaitan dengan perumahan dan kawasan permukiman,



(1)

(2)

(3)

dst;

Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan pelaksana teknis belanja bantuan
berkaitan dengan pertanian dan ketahanan pangan, dst;

Badan Keuangan dan Aset Daerah pelaksana teknis belanja bantuan
berkaitan dengan keuangan dan aset daerah, dst;

OPD lain yang belum disebutkan dalam Peraturan Bupati ini yang secara
fungsional mempunyai hubungan/membidangi tugas dalam

pengelolaan/pelaksana teknis belanja ini.

BAB VI
SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL

Pasal 47
PemerintahDaerah melalui BPKAD dan Dinkominfotik mengembangkan
sistem informasi berbasis teknologi guna mendukung pelaksanaan Sistem
Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) terkait digitalisasi dalam
pengelolaan hibah dan bantuan sosial.
PermohonanBantuan Hibah dan Bantuan Sosial dapat dilaksanakan secara
bertahap melalui sistemi nformasi yang dikembangkan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1).
Ketentuan penerapan sistem informasiterkaithibah dan bantuan sosial

sebagaimana terlampir merupakan satu kesatuan dari peraturan Bupati ini.

Pasal 48

Ketentuan mengenai besaran maksimal hibah dan bantuan sosial, format surat

tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan

Peraturan Bupati ini.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 49



(1) Dalam hal pengelolaan hibah dan/atau bantuan sosial tertentu diatur lain
dengan Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri
yang sumber dananya dari APBD Kabupaten serta hibah dan bantuan sosial
yang sumber dananya selain dari APBD Kabupaten maka besaran dan

pengaturan pengelolaan dimaksud dikecualikan dari Peraturan Bupati ini.

(2) Pengesahan badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (8)
dikecualikan terhadap :

a. Organisasi Kemasyarakatan yang telah berbadan hukum sebelum
berlakunya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi
Kemasyarakatan, diakui keberadaannya sesuai dengan Undang-Undang
Nomor 17 Tahun 2013;

b. Organisasi Kemasyarakatan yang telah berbadan hukum berdasarkan
Staatsblad 1870 Nomor 64 tentang Perkumpulan-Perkumpulan
Berbadan Hukum (Rechtspersoonlijkheid van Vereenigingen) yang berdiri
sebelum Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia dan konsisten
mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia, tetap diakui
keberadaan dan kesejarahannya sebagai aset bangsa, tidak perlu
melakukan pendaftaran sesuan dengan Undang-Undang Nomor 17
Tahun 2013;

c. Organisasi Kemasyarakatan yang telah memiliki Surat Keterangan
Terdaftar yang sudah diterbitkan sebelum Undang-Undang Nomor 17
Tahun 2013, tetap berlaku sampai akhir masa berlakunya; dan

d. Organisasi Kemasyarakatan yang didirikan oleh Warga Negara Asing,
Warga Negara Asing bersama Warga Negara Indonesia atau Badan
Hukum Asing yang telah beroperasi harus menyesuaikan dengan
ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 dalam jangka waktu
paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak Undang-Undang Nomor 17
Tahun 2013 diundangkan.

(3) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, hibah dan bantuan sosial

Tahun Anggaran 2022 dapat dilaksanakan sepanjang telah dianggarkan

dalam APBD Tahun Anggaran 2022 dan tidak bertentangan dengan

ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB VIII



KETENTUAN PENUTUP

Pasal 50

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati Brebes

Nomor 031 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati nomor 066 Tahun 2017

tentang Perubahan Peraturan Bupati Brebes Nomor 031 Tahun 2016 tentang

Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial dicabut dan dinyatakan tidak

berlaku.

Pasal 51

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Brebes.

Diundangkan di Brebes
pada tanggal 20 mei 2022
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BREBES

Ttd
Ir. DJOKO GUNAWAN, M.T
Pembina Utama Madya
NIP. 19650903 198903 1 010
BERITA DAERAH KABUPATEN BREBES
TAHUN 2022 NOMOR 42

Ditetapkan di Brebes
pada tanggal 20 mei 2022
BUPATI BREBES,

ttd
IDZA PRIYANTI



LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BREBES
NOMOR : / TAHUN 2022
TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN
HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG
BERSUMBER DARI ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

A. BESARAN MAKSIMAL PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL KABUPATEN BREBES

NO JENIS BANTUAN

1 | Bantuan untuk Lembaga ORSOS (Balai/Panti/LKSA)

2 | Bantuan stimulan modal bagi Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang telah mengikuti
pelatihan ketrampilan yang diadakan oleh Dinas

Sosial atau Dinas lain yang terkait :

Keluarga Miskin

Eks Penyandang Penyakit Sosial

Penyandang Cacat dan Eks Trauma

Anak Jalanan dan Remaja Terlantar

3 | Bantuanbiaya pengiriman dan atau pemulangan

PenyandangMasalahKesejahteraanSosial(PMKS) :

Ke atau dari luar daerah

Ke atau dari dalam daerah

4 | Bantuan untuk Komisaris Daerah Lanjut Usia (KOMDA LANSIA)

Tingkat Kabupaten

Tingkat Kecamatan

S5 | Bantuan untuk Koordinator Kegiatan Kesejahteraan Sosial (K3S)

6 | Bantuan untuk Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) :

Tingkat Kabupaten

Tingkat Kecamatan

Tingkat Desa

7 | Bantuan untuk Karang Taruna :

Tingkat Kabupaten




Tingkat Kecamatan

Tingkat Desa

8 | Bantuan untuk Taruna Siaga Bencana (TAGANA)
9 | Bantuan untuk Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)
10 | Bantuan untuk Perkumpulan Penyandang Cacat Indonesia (PPCI)
11 | Bantuan untuk Persatuan Tuna Netra Indonesia (PERTUNI)
12 | Bantuan Perbaikan Gizi untuk Panti (Panti Asuhan Anak/Jompo) :
Type A
Type B
Type C
13 | Bantuanuntuk Anak Yatim/PiatudiluarPantiAsuhan
14 | Bantuanuntuk Orang Terlantar:
Ke Kabupaten lain di Provinsi Jawa Tengah
Ke Provinsi lain di Pulau Jawa
Ke Provinsi lain di luar Pulau Jawa
15 | Bantuan untuk Masyarakat Miskin yang terkena Musibah/Bencana/Penyakit Kronis :
Ringan
Sedang
Berat
16 | Bantuan untuk Tenaga Kerja Indonesia (TKI) bermasalah/kena musibah :
Ringan
Sedang
Berat
17 | PemberianBantuanSosial yang TidakDirencanakan/SantunanKematianbagi Masyarakat
Miskin
18 | Bantuanuntuk masjid:

a. Tahap pembangunan

Tingkat kecamatan

Tingkat desa

b. Tahap rehab

Tingkat kecamatan

Tingkat desa




c. Tahap pengembangan

Tingkat kabupaten

Tingkat kecamatan

Tingkat desa

d. Sarana prasarana

Tingkat kabupaten

Tingkat kecamatan

Tingkat desa

e. Pemeliharaan Masjid Agung Brebes

19

Bantuan untuk mushola :

Tahap pembangunan

Tahap pengembangan

Tahap rehabilitasi

Sarana prasarana

20

Bantuan untuk Majelis Ta’lim/Jam’iyah Pengajian:

Tahap pembangunan

Tahap pengembangan

Tahap rehabilitasi

Sarana prasarana

21

Bantuan untuk Madrasah Diniyah :

Pembangunan ruang kelas

Pengembangan

Rehabilitasi

Sarana prasarana

22

Bantuan untuk TPQ/TPA/RA :

Pembangunan

Pengembangan

Rehabilitasi

Sarana prasarana

23

Bantuan untuk Pondok Pesantren :

Pembangunan Ruang Asrama/Kelas

Pengembangan




Rehabilitasi

Sarana prasarana

24 | BantuanuntukKelompok Kesenian/ Olahraga
25 | Bantuanuntukkegiatanpendidikan
26 | Bantuan untuk badan/lembaga/organisasi kemasyarakatan :
Tingkat kabupaten
Tingkat kecamatan
Tingkat desa
27 | Bantuanuntuk LSM
28 | Bantuanuntukkelompokmasyarakat
29 | Bantuan untuk koperasi :
Koperasi Sehat
Koperasi Cukup Sehat
30 | Bantuan untuk usaha mikro kecil menengah :
Usaha Menengah per paket/kelompok
Usaha Kecil per paket/kelompok
Usaha Mikro per paket/kelompok
31 | Bantuan untuk rumah tidak layak huni :
Pembangunan Baru
Rehabilitasi/Pemugaran /Peningkatan Kualitas
32 . .
Bantuan Sosial kepada Badan Kerja Sama Antar Desa (BKAD)
33 | Bantuan/pemberian bahan untuk desa :

Bantuan paving maksimal sebanyak 80 m2 per

desa

Bantuan aspal maksimal sebanyak 10 drum

per desa




34

Bantuanuntuk PNFI/PAUD:

Pembangunan ruang kelas baru

Rehabilitasi gedung/ruang kelas

Bantuan Alat Bermain di dalam (in door)

Bantuan Alat Bermain di luar (out door)

Bantuan Meubelair

35

Bantuanuntuk SD/SDLB/MI:

Pembangunan ruangkelasbaru

Pembangunan ruangperpustakaan

Rehabilitasiberatruangkelas

BantuanMeubelair

BantuanKomputer

Bantuan Alat Laboratorium

BantuanBukuPerpustakaan

Bantuan Alat Peraga

Rehabilitasi sedang gedung/ruang kelas/perpustakaan

Sarpras Sanitasi (Kamar Mandi/WC/ Jamban

Pembangunan Pagar Keliling

Pavingisasi

36

Bantuanuntuk SMP/SMPLB/MTs:

Pembangunan ruangkelasbaru/guru

Pembangunan ruangperpustakaan/ laboratorium




Rehabilitasi berat gedung/ruang kelas/perpustakaan

BantuanMeubelair

BantuanKomputer

Bantuanalatlaboratorium

Bantuanbukuperpustakaan

Bantuan TIK (Multimedia)

Bantuanperabotpendukungperpustakaan

Rehabilitasi sedang gedung/ruang kelas/perpustakaan

Sarpras Sanitasi (Kamar Mandi/WC/ Jamban

Pembangunan Pagar Keliling

Pavingisasi

37

Bantuanuntuk SMA/SMK/MA:

Pembangunan ruangkelasbaru/guru

Pembangunan ruangperpustakaan

Rehabilitasi gedung/ruang kelas

Pembangunan ruanglaboratorium/ praktik sekolah

BantuanMeubelair

BantuanKomputer

Bantuanalatlaboratorium

Bantuanbukuperpustakaan

Bantuanalat multimedia




Sarpras Sanitasi (Kamar Mandi/WC/ Jamban

Pembangunan Pagar Keliling

Pavingisasi

38

Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Daerah

Tingkat SMA/MA DAN SMK

Tingkat SMP/MTs

39

Bantuan Siswa Miskin (BSM) Daerah

Tingkat SMA/MA DAN SMK

Tingkat SMP/MTs

Tingkat SD/MI

40

BIDIK MISI Daerah

41

Hibah kepada Kelompok Pemasar untuk Peningkatan Sarana Prasarana Pemasaran Ikan/

Pemasaran Ikan Bergerak :

Kelompok Pemula

Kelompok Madya

Kelompok Utama

42

HibahkepadaKelompokPengolahuntukpeningkatansaranaprasaranapengolahanhasilperikanan:

Kelompokpemula

Kelompok Madya

Kelompok Utama

43

HibahkepadaKelompokPengolahuntukrehabilitasi unit pengolah ikan:

Kelompokpemula

Kelompokmadya

Kelompok Utama

44

HibahkepadaKelompokPembudidaya Ikan untukbantuanperalatanbudidaya:

Kelompokpemula

Kelompokmadya

Kelompok Utama




45

HibahkepadaKelompokPembudidaya Ikan untukbantuanrehabilitasi/ pembangunansarana:

Kelompokpemula

Kelompokmadya

Kelompok Utama

46

HibahkepadaKelompokNelayan (KUB) :

a. Bantuanalattangkapramahlingkungan, untukKUB

Kelompokpemula

Kelompokmadya

Kelompok Utama

b. Bantuanalatbantupenangkapan ikan, untukKUB :

Kelompokpemula

Kelompokmadya

Kelompok Utama

47

HibahkepadaKelompokPengawasan Masyarakat untukbantuansaranaprasarana:

Kelompokpemula

Kelompokmadya

Kelompok Utama

48

HibahkepadaKelompokPegaramuntukbantuansaranaprodusi garam:

Kelompokpemula

Kelompokmadya

Kelompok Utama

49

HibahkepadaKelompokKonservasi Mangrove untukbantuansaranaprasarana:

Kelompokpemula

Kelompokmadya

Kelompok Utama

50

HibahkepadaDesaPesisiruntukbantuanpembuatansumurtradisional / sarana air bersih per

unit

51

Hibah Infrastruktur kepada Kelompok Desa Pesisir

Kelompokpemula

Kelompokmadya

Kelompok Utama

52

Hibah kepada Kelompok Bantuan Sedekah Laut Nelayan




53

Hibah Kepada Kelompok Bantuan Sarana dan Prasarana Koperasi Perikanan

o4 BantuankepadaKelompokPembudidaya Ikan dan Unit Pembenihan Ikan
untuksaranaproduksi:
Kelompokpemula
Kelompokmadya
Kelompok Utama
SE BantuankepadaKelompokPembudidaya Ikan dan Unit Pembenihan Ikan
untukPengadaanPeralatanBudidaya:
Kelompokpemula
Kelompokmadya
Kelompok Utama
56 | BantuankepadaKelompokTernakBesar (sapi, kerbau):
57 | BantuankepadaKelompokTernak Kecil (kambing, domba):
58 | BantuankepadaKelompokTernak Aneka Ternak (ayamburas, itik dan kelinci):
59 | Bantuan Sarana dan Prasarana Peternakan
60 | Bantuan Alat dan Mesin Peternakan
61 | Bantuan Sosial Peternakan
62 | Hibahkepada TMMD Karya Bhakti per desa 7
63 | BantuankepadaKelompokTaniuntukPengadaan Alat Pertanian :
Kelompokpemula
Kelompokmadya
Kelompok Utama
64 | BantuankepadaKelompokTaniuntukPengadaan Alat PengolahBahan/Hasil Pertanian :
Kelompokpemula
Kelompokmadya
Kelompok Utama
65 | Bantuan Modal KelompokKhusus (Poksus) Usaha PerbaikanPendapatanKeluarga (UP2K) per
kecamatan
66 | Hibah kepada Kelompok Tani/Kelompok Wanita Tani (KWT)/Gabungan Kelompok Tani

(Gapoktan)/Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A)/Gabungan P3A/Unit Pelayanan Jasa Alat

dan Mesin Pertanian (UPJA)/Kelembagaan Pertanian Lainnya :

Hibah Alat dan Mesin Pertanian Pra dan Pasca Panen




Hibah Alat Perbengkelan UPJA

Hibah Sarana Produksi Pertanian

67 | Hibah Peralatan Informasi Pasar STA Jalabaritangkas Larangan
68 | Bantuan Sarana Prasarana Pos PelayananTerpadu (Posyandu) per kecamatan
69 | Bantuankepada Lembaga Forum Badan Narkotikakecamatan
70 | Bantuankepada Lembaga/Organisasi/ Masyarakat/Kelompok Masyarakat/
Kepanitiaan/KelompokAksi Masyarakat Anti Narkoba (KAMA Narkoba)
71 | BantuankepadaKelompokAksiPelajar Anti Narkoba (KAPA Narkoba) per sekolah
72 | PemberianMakananTambahan Anak Sekolah (PMTAS) per anak
73 | BantuanuntukTempatPeribadatanLainnya
Pembangunan
Rehabilitasi
74 | Bantuan Sarana Prasana Pos PelayananTerpadu (Posyandu) per Kecamatan :
Pembangunan
Rehabilitasi
Sarana Prasarana
75 | BantuankepadaKelompokAfinitasDesaMandiriPangan
76 | BantuanSosialPengisian Lumbung Pangan Masyarakat
77 | Bantuan untuk rumah terdampak bencana :
a. Rusak Berat (dengan kerugian di atas Rp. 150.000.00,00)
b. Rusak Berat (dengan kerugian sampai dengan Rp. 100.000.00,00 s/d Rp 150.000.000,00)
c. Rusak Berat (dengan kerugian sampai dengan Rp. 50.000.00,00 s/d Rp 100.000.000,00)
d. Rusak Sedang
e. Rusak Ringan
78 | Bantuan untuk orang terdampak bencana :




Meninggal Dunia

Luka Berat

Luka Ringan

79

Bantuan untuk Badan/Lembaga/ Organisasi Kemasyarakatan

Tingkat Kabupaten

Tingkat Kecamatan

Tingkat Desa

Bantuan untuk LSM

80

BantuanPartaiPolitik

B. Persyaratan danTata Cara Pengajuan Permohonan Pencairan Hibah dan

Bantuan Sosial :

1. Non Instansi Pemerintah kelengkapan dokumennya adalah :

a.

Permohonan bantuan ditujukan kepada Bupati cq. Kepala OPD terkait,
dengan ketentuan untuk LSM/Badan Hukum/Yayasan/lembaga
pendidikan Swasta dan lembaga penelitian surat permohonan
ditandatangani oleh Pimpinan/Kepala Sekolah/Rektor/Ketua Lembaga
Penelitian yang bersangkutan dan diketahui oleh Kepala Desa/Kepala
Kelurahan danCamat;

Panitia Pembangunan/Kelompok Masyarakat harus mencantumkan
susunan organisasi, diketahui oleh Kepala Desa/Kelurahan dan Camat
kecuali untuk kegiatan seminar dan/atau lokakarya;

Melampirkanfoto copy aktependirian Yayasan/Lembaga/Wakaf atau
surat keterangan desa/kelurahan;

Rincian dan lokasikegiatansertaRencanaAnggaranBiaya (RAB), gambar
untukpekerjaanpembangunanfisik dan
rencanakebutuhanbiayalainnyauntukpekerjaan non fisik;
Melampirkanfoto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP)
ketuaataupenanggungjawabkegiatan dan bendahara penerima
hibah/bansos serta foto copy rekening Bank

Pemerintahatasnamapemohon;




f. Permohonan/Proposal dikirimkandalamrangkap 3 (tiga).

g. Surat Pernyataan Kesanggupan Ketua atau Penanggungjawab kegiatan

penerima hibah/bansos.

2. Instansi Pemerintah Kelengkapan Dokumennya adalah :

a. Permohonan bantuan ditujukan kepada Bupati, dengan ketentuan

untuk OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes surat

permohonan ditandatangani oleh kepala OPD yang bersangkutan dan

untuk lembaga penelitian harus diketahui Rektor atau Ketua Lembaga

penelitian yang bersangkutan;

b. Permohonan bantuan/proposal harus dilengkapi rincian dan lokasi

kegiatan serta Rencana Anggaran Biaya (RAB), gambar untuk pekerjaan

pembangunan fisik dan rencana kebutuhan lainnya untuk kebutuhan

non fisik;

c. Permohonan/Proposal dikirimkan dalam rangkap 3 (tiga);

3. Tenaga Kerjalndonesia :

a. Tenaga Kerja Indonesia yang meninggal dunia,

kelengkapandokumennyaadalah :

Membuatsuratpengaduan oleh ahliwaris/kuasakepadaKepala Dinas
Sosial Tenaga Kerja dan TransmigrasiKabupatenBrebes;
Melampirkanfoto copy Kartu Tanda Penduduk;

Melampirkanfoto copy Paspor/Visa/Surat KeterangandariKepala
Dinas Sosial Tenaga Kerja dan TransmigrasiKabupatenBrebes;
Melampirkanfoto copy KartuKeluarga;

Melampirkanfoto copy AkteKelahiran/Surat Kelahiran;

Surat KematiandariKepalaDesa/Lurahsetempat;

Kuitansibermateraicukup.

b. Tenaga Kerja Indonesia yang bermasalah,

kelengkapandokumennyaadalah :

Membuatsuratpengaduan oleh ahliwaris/kuasakepadaKepala Dinas
Sosial Tenaga Kerja dan TransmigrasiKabupatenBrebes;
Melampirkanfoto copy Kartu Tanda Penduduk;

Melampirkanfoto copy Paspor/Visa/Surat KeterangandariKepala
Dinas Sosial Tenaga Kerja dan TransmigrasiKabupatenBrebes;

Melampirkanfoto copy KartuKeluarga;



- Melampirkanfoto copy AkteKelahiran / Surat Kelahiran;
- Surat KeteranganTidak Mampu dariKepalaDesa / Lurahsetempat;

- Kuitansibermateraicukup.

4. Koperasi :

a. PermohonanbantuanditujukankepadaBupati, ditandatangani oleh
penguruskoperasi, tembusankepadaKepala Dinas Koperasi dan UMKM
KabupatenBrebes.

b. Koperasicalonpenerimabantuanadalah :

- Koperasi yang telahberbadanhukum;
- Memilikiperangkatorganisasi dan daftar anggota;
- Dua( 2) tahunterakhirberturut-turutmelaksanakan RAT;
- Memilikikantordenganalamat yang jelas dan memilikisaranakerja
yang memadai;
- Memiliki NPWP dan nomorrekening bank atasnamakoperasi;
- Telah mendapatkanpersetujuandarirapatpengurus yang
dibuktikandengannotulenrapattersebut;
- Memilikikinerjabidangusaha yang baik :
» Usaha SimpanPinjam :kesehatansimpanpinjamdengankriteria
CUKUP SEHAT.
» Usaha Non SimpanPinjam : volume usaha (omzet) meningkat,
Sisa Hasil Usaha (SHU) meningkat.

- Memilikikinerjabidangkelembagaan dan permodalan yang baik :

» Kinerja bidangkelembagaan
:anggotaaktifdalammenyimpansimpananpokok dan
simpananwajib.

» Kinerja bidangpermodalan :SimpananPokok dan Wajibmeningkat.
c. Surat
pernyataanpengurusbahwapengurusbertanggungjawabataspenggunaan
dana bantuantersebut.
d. Koperasi tidak mempunyai tunggakan pinjaman dana bergulir APBD
Kabupaten Brebes.

C. Pengendalian dan Pengawasan
1. OPDpengelolaBelanjaHibah danBantuan Sosial

melakukanpengendalianterhadapbantuan yang dikelola dan



secarainsidentilSatuanKerjaPerangkat Daerah terkaitmelakukanmonitoring
dan evaluasiterhadappenerimabantuan.

. PengawasanterhadapsemuaBelanjaHibah danBantuanSosialdilaksanakan
oleh InspektoratKabupatenBrebes
dan/ataulembagapengawasanlainnyasesuaidenganketentuanperundang-

undangan yang berlaku.

BUPATI BREBES,

IDZA PRIYANTI



LAMPIRAN II

PERATURAN BUPATI BREBES

NOMOR : / TAHUN 2022
TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN HIBAH DAN
BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN BREBES

CONTOH FORMAT BLANGKO PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL

Contoh Format A

Contoh Format B

Contoh Format C

Contoh Format D

Contoh Format E

Contoh Format F

Contoh Format G
Contoh Format H

Contoh Format I

Contoh Format J

Contoh Format K
Contoh Format L

Contoh Format M

Contoh Format N
Contoh Format O

Surat Pengantar Kepala OPD kepada Bupati Brebes tentang
Hasil Evaluasi Permohonan Belanja Hibah

Berita Acara Hasil Evaluasi Permohonan Belanja Hibah
Daftar Nominatif Calon Penerima Belanja Hibah
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Sifat
Lampiran

Perihal

Contoh Format A :

SURAT PENGANTAR KEPALA OPD KEPADA BUPATI BREBES
TENTANG HASIL EVALUASI PERMOHONAN BELANJA HIBAH

Brebes,

Kepada

Yth. BupatiBrebes

Up.Ketua Tim Anggaran
Hasil EvaluasiPermohonan Pemerintah Daerah
BelanjaHibah Daerah
TahunAnggaran...... Di
BREBES

SesuaidenganPeraturanBupatiBrebesNomor......... Tahun...

....tentangPedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial, kami

telahmelakukanevaluasiatas Proposal permohonanBelanjaHibah

dan

mempertimbangkanprioritassertaberkaitandenganpenyelenggaraan

program dan kegiatanPemerintahKabupatenBrebes.

JumlahPermohonansebanyak........ Proposal senilai
Rp....c...... dan
berdasarkanhasilevaluasitelahdisetujuisebanyak...... Proposal
senilai Rp....... yang terdiridari :

Jumlah Nilai
No. Uraian
Proposal Rp

1. | Permohonanbelanjahibahdaerahberupa

uang

2. | Permohonanbelanjahibahdaerahberupa

barang/jasa

Jumlah




Sebagaibahanpertimbangan  Bapak, terlampir kami
sampaikanBerita Acara Evaluasi dan Daftar Nominatif Calon
PenerimaBelanjaHibah Daerah dimaksud.

Demikian kami sampaikanatasperkenan dan perhatian

Bapak diucapkanterimakasih.

Kepala SKPD.......

( nama jelas pimpinan/ditandatangani/di cap )



Contoh Format B :

BERITA ACARA HASIL EVALUASI
PERMOHONAN BELANJA HIBAH

Pada hari............ tanggal.............. Bulan........... Tahun.......... Kami Tim
EvaluasiPermohonanBelanjaHibahDaerah pada........... yang
terbentukberdasarkan Surat Keputusan Kepala(OPD) ......... Nomor.......
Tanggal......... telahmelakukanevaluasiataspermohonanbelanjahibahdaerahtahuna
nggaran......

Berdasarkanhasilevaluasi kami memberikanpenilaiansebagaiberikut :

Permohoan yang
NO. Uraian Hasil evaluasi Keterangan
masuk

Jumlah Nilai Rp | Jumlah | Nilai Rp

BelanjaHibah uang

BelanjaHibahbarang dan

jasa

Rincianhasilevaluasidisajikansebagaimanaterlampir :

1. Daftar nominatifcalonpenerimabelanjahibahdaerah — uang

2. Daftar nominatifcalonpenerimabelanjahibahdaerah — barang dan jasa
Demikianberita acara ini kami buatdenganpenuhtanggungjawabdalamrangkap 4 (

empat ) untukdipergunakanseperlunya.

TIM EVALUASI

Nama Lengkap / NIP Tanda tangan

Contoh Format C :



DAFTAR NOMINATIF CALON PENERIMA BELANJA HIBAH
TAHUN ANGGARAN 20xx

Nama OPD
JenisBelanjaHibah : Uang/Barang/Jasa*

Nama | Alamat | RencanaPenggunaa | BesarnyaBelanjaHiba
No | Calon Lengka n h(RP) Keteranga
Penerim p n
a
Permohona Hasil
Evaluas
n .
i
1 2 3 4 S 6 7
1
2
3
4 | Dst...
Brebes, ...ccooviiiiiiinn
Kepala SKPD Ketua Tim Evaluasi
Nama Jelas/NIP/di cap Nama Jelas/NIP

Ket.




*) coret yang tidakperlu



Nomor
Sifat
Lampiran

Perihal

Contoh Format D :

SURAT PENGANTAR KETUA TAPD KEPADA BUPATI BREBES
TENTANG PERTIMBANGAN PERMOHONAN BELANJA HIBAH

Brebes,
Kepada
Yth. BupatiBrebes
1 ( satu ) berkas di -
Hasil pertimbangan BREBES
PermohonanBelanjaHibah
TahunAnggaran........
SesuaidenganPeraturanBupatiBrebesNomor......... Tahun...

....tentangPedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial,
sertamemperhatikanhasilevaluasipermohonanBelanjaHibahdariOP
Dterkait, kami
telahmelakukanpenelaahandisesuaikandengankemampuankeuang
andaerah dan
mempertimbangkanprioritaspemenuhanbelanjaurusanwajib  yang
ditetapkandalamperaturanperundang-undangan.
Berdasarkanhasilpenelaahantersebut, kami
melaporkanbahwa yang
melakukanevaluasipermohonanbelanjahibahsebanyak
........... OPDdenganjumlahpemohonsebanyak......... Proposal senilai
Rp. ... dan berdasarkanhasilpenelaahan kami
dapatmempertimbangkanuntukdisetujuisebanyak .......... Proposal

senilai Rp .......... yang terdiridari :

Jumlah Proposal
NO. Nama OPD Nilai ( Rp)

Uang Barang | Uang | Barang

Dst.




Jumlah

Sebagaibahanpertimbangan Bapak, kami sampaikan
Daftar Nominatif Calon penerimaBelanjaHibahuntuk masing-
masing OPD

Demikian, atasperkenan dan

persetujuannyadiucapkanterimakasih.

Kepala TAPD.......

( nama jelas pimpinan/ditandatangani/di cap )



Contoh Format E :

NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH (NPHD)
BERUPA UANG

Pada hari ini .......... tanggal ............ bulan .............. tahun .......coceeviinn. yang

bertanda tangan di bawah ini :

I. Nama PP
NIP PP PP PP PPRPP
Pangkat PPN
Jabatan PP PPPRN
Unit Kerja PP PPPPN:

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Bupati Brebes yang selanjutnya

disebut PIHAK PERTAMA

II. Nama L ettt ettt ettt et e et ettt et ettt et ettt et aeeeeeaaaaas
Alamat L ettt e,
Jabatan L ettt e,

|\ Lo T [ (=3 o L 5 £ = R

Dalam hal ini bertindak dan atas nama ........................ yang selanjutnya disebut

PIHAK KEDUA

Kedua belah pihak sepakat untuk melakukan perjanjian belanja hibah daerah

berupa uang dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

JUMLAH DAN TUJUAN HIBAH

(1) PIHAK PERTAMA memberikan belanja hibah kepada PIHAK KEDUA berupa

uang sebesar Rp. ....cocoveiiiiiiiininnan. (e e rupiah ).



(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

PIHAK KEDUA menyatakan telah menerima belanja hibah dari PIHAK
PERTAMA berupa uang sebesar Rp...........c..ccceueneen. (cerrerererenenenenes rupiah ).
Belanja hibah sebagaimana dimaksud ayat (1) dipergunakan untuk
....................................... sesuai dengan rencana penggunaan belanja
hibah/proposal yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari naskah
perjanjian hibah daerah ini.

Penggunaan belanja hibah sebagaimana ayat (2) bertujuan untuk

Pasal 2
PENCAIRAN BELANJA HIBAH

Pencairan Belanja Hibah berupa uang yang bersumber dari anggaran
pendapatan dan belanja daerah (APBD) Kabupaten Brebes Tahun ..........
dilakukan secara bertahap atau sesuai kebutuhan

Untuk pencairan belanja hibah, PIHAK KEDUA mengajukan kepada PIHAK
PERTAMA dengan dilampiri :

a. Naskah Perjanjian Belanja Hibah Daerah;

b. Fotokopi No. Rekening Bank;

c. Surat Pernyataan Tanggungjawab.

Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (1) dibayarkan
melalui pemindahbukuan dari rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Brebes
ke rekening bank ................... atas nama PIHAK KEDUA dengan nomor
rekening ......................

PIHAK KEDUA setelah menerima pencairan belanja hibah dari PIHAK
PERTAMA segera melaksanakan kegiatan dengan berpedoman pada rencana

penggunaan belanja hibah/proposal dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3
PENGGUNAAN

PIHAK KEDUA menggunakan belanja hibah berupa uang sebagaimana
dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) sesuai rencana penggunaan belanja
hibah/proposal

PIHAK KEDUA dilarang mengalihkan belanja hibah yang diterima kepada
pihak lain.



(3) Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dipergunakan untuk :

No Uraian Jumlah

Pasal 4
KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

(1) Menandatangani surat pernyataan tanggungjawab permohonan belanja

hibah.

(2) Dalam hal digunakan untuk pengadaan barang dan jasa, maka proses

pengadaan barang dan jasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan

(3) Membuat dan menyampaikan laporan penggunaan belanja hibah kepada

Bupati melalui OPD ......... disertai dokumentasi (foto) kegiatan dan dokumen

surat pernyataan tanggungjawab penggunaan belanja hibah yang

ditandatangani pimpinan lembaga/organisasi.

(4) Kewajiban lainnya yang disesuaikan dengan karakteristik dan ketentuan

spesifik pada masing-masing OPD

Pasal 5
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

(1) Mencairkan belanja hibah apabila seluruh persyaratan dan kelengkapan

berkas pengajuan pencairan dana telah dipenuhi oleh PIHAK KEDUA.

(2) Menunda pencairan belanja hibah apabila PIHAK KEDUA tidak/belum

memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
(3) Melaksanakan evaluasi dan monitoring atas penggunaan belanja hibah

(4) Melakukan pemeriksaan atas penggunaan belanja hibah

(5) Hak dan kewajiban lainnya yang disesuaikan dengan karakteristik dan

ketentuan spesifik pada masing-masing OPD.



Pasal 6
SANKSI

(1) PIHAK KEDUA yang melanggar pasal 3 ayat (1) dan (2) dapat dikenakan
sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Dalam hal hasil monitoring evaluasi, terdapat penggunaan hibah atau
bantuan sosial yang tidak sesuai dengan usulan yang telah disetujui,
penerimaan hibah atau bantuan sosial bersangkutan dikenakan sanksi
sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(3) Dalam hal penerima hibah atau bantuan sosial sampai dengan batas waktu
yang telah ditentukan belum menyampaikan pertanggungjawaban (LPJ),
maka penerima hibah atau bantuan sosial tersebut tidak diperkenankan

untuk menerima kembali selama 5 (lima) tahun Anggaran.

Pasal 7
LAIN-LAIN

(1) Naskah Perjanjian Belanja Hibah Daerah (NPHD) ini dibuat rangkap 5 (lima),
lembar pertama dan kedua masing-masing bermaterai cukup sehingga
mempunyai kekuatan hukum sama.

(2) Hal-hal yang belum tercantum dalam NPHD ini dapat diatur lebih lanjut

dalam addendum

PIHAK PERTAMA PIHAK KEDUA



Contoh Format F :

NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH (NPHD)
BERUPA BARANG / JASA

Pada hari ini .......... tanggal ............ bulan .............. tahun .......coceeviinn. yang

bertanda tangan di bawah ini :

I. Nama PP
NIP PP PP PP PPRPP
Pangkat PP PPPRN
Jabatan PP PPPRN
Unit Kerja PP PP PP PPN

Dalam hal ini bertindak dan atas nama Bupati Brebes yang selanjutnya disebut

PIHAK PERTAMA

II. Nama L ettt ettt ettt et e et ettt et ettt et ettt et aeeeeeaaaaas
Alamat L ettt
Jabatan L ettt e,

| Ao T (e [y o L 5 £ = < PR

Dalam hal ini bertindak dan atas nama ........................ yang selanjutnya disebut

PIHAK KEDUA

Kedua belah pihak sepakat untuk melakukan perjanjian belanja hibah daerah

berupa barang/jasa dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1
JUMLAH DAN TUJUAN HIBAH

(1) PIHAK PERTAMA memberikan belanja hibah kepada PIHAK KEDUA berupa
barang/jasa sebesar Rp. ....c.cocoeviviiiiiiininn.. (et rupiah )

dengan rincian sebagai berikut :

No JenisBarang / Jasa Jumlah (unit) Nilai (Rp)




(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

Belanja hibah sebagaimana dimaksud ayat (1) dipergunakan untuk
....................................... sesuai dengan rencana penggunaan belanja
hibah/proposal yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari naskah
perjanjian hibah daerah ini.

Penggunaan belanja hibah sebagaimana ayat (2) bertujuan untuk

Pasal 2
PENCAIRAN BELANJA HIBAH

Pencairan Belanja Hibah berupa barang/jasa yang bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Brebes Tahun ..........

dilakukan secara bertahap atau sesuai kebutuhan.

Untuk pencairan belanja hibah, PIHAK KEDUA mengajukan kepada PIHAK
PERTAMA dengan dilampiri :

a. Naskah Perjanjian Belanja Hibah Daerah;

b. Fotokopi No. Rekening Bank;

c. Surat Pernyataan Tanggungjawab.

Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (1) dibayarkan
melalui pemindahtanganan dari OPD ................... kepada PIHAK KEDUA.
PIHAK KEDUA setelah menerima penyaluran belanja hibah dari PIHAK
PERTAMA segera menggunakan dan/atau memanfaatkan sesuai rencana

penggunaan belanja hibah/proposal dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3
PENGGUNAAN

PIHAK KEDUA menggunakan belanja hibah berupa barang/jasa sebagaimana
dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) sesuai rencana penggunaan belanja

hibah/proposal



(2)

(3)

(1)

(2)

(1)

(2)

(3)
(4)

PIHAK KEDUA dilarang mengalihkan belanja hibah yang diterima kepada
pihak lain.

Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dipergunakan untuk :

Ble e

D

G i i i it

Pasal 4
KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

Melaksanakan dan bertanggungjawab penuh baik secara formal dan materil
atas penggunaan dan/atau pemanfaatan barang/jasa yang didanai dari
belanja hibah yang telah disetujui PIHAK PERTAMA dengan berpedoman pada
rencana penggunaan/proposal dan peraturan perundang-undangan.

Membuat dan menyampaikan laporan penggunaan belanja hibah kepada
Bupati melalui OPD ......... disertai dokumentasi (foto) kegiatan dan dokumen
surat pernyataan tanggungjawab penggunaan belanja hibah yang

ditandatangani pimpinan lembaga/organisasi.

Pasal 5
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

Menyerahkan barang/jasa apabila seluruh persyaratan dan kelengkapan
berkas pengajuan penyaluran belanja hibah berupa barang/jasa telah
dipenuhi oleh PIHAK KEDUA.

Menunda pencairan belanja hibah apabila PIHAK KEDUA tidak/belum
memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

Melaksanakan evaluasi dan monitoring atas penggunaan belanja hibah

Melakukan pemeriksaan atas penggunaan belanja hibah



Pasal 6
SANKSI

(1) PIHAK KEDUA yang melanggar pasal 3 ayat (1) dan (2) dapat dikenakan
sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Dalam hal hasil monitoring evaluasi, terdapat penggunaan hibah atau
bantuan sosial yang tidak sesuai dengan usulan yang telah disetujui,
penerimaan hibah atau bantuan sosial bersangkutan dikenakan sanksi
sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(3) Dalam hal penerima hibah atau bantuan sosial sampai dengan batas waktu
yang telah ditentukan belum menyampaikan pertanggungjawaban (LPJ),
maka penerima hibah atau bantuan sosial tersebut tidak diperkenankan

untuk menerima kembali selama 5 (lima) tahun Anggaran.

Pasal 7
LAIN-LAIN

(1) Naskah perjanjian belanja hibah daerah (NPHD) ini dibuat rangkap 5 (lima),
lembar pertama dan kedua masing-masing bermaterai cukup sehingga
mempunyai kekuatan hukum sama.

(2) Hal-hal yang belum tercantum dalam NPHD ini dapat diatur lebih lanjut

dalam addendum

PIHAK PERTAMA PIHAK KEDUA



Contoh Format G :
SURAT PERMOHONAN PENCAIRAN DAN RINCIAN RENCANA
PENGGUNAAN BELANJA HIBAH

KOP SURAT PEMERINTAH/PEMERINTAH DAERAH /PERUSAHAAN

DAERAH /MASYARAKAT/ORGANISAST KEMASYARAKATAN

Brebes,
Nomor Kepada
Sifat Yth. BupatiBrebes
Lampiran : 1 (satu) berkas di
Perihal Permohonanpencairan dan BREBES
RincianBelanjaHibah

BahwaberdasarkanPeraturanBupatiBrebesNomor
Tahun.....tentangPenjabaran APBD Tahun.... bersamaini

mengajukanpermohonanpencairanbelanjahibahberupa

(uang/barang/jasa) sebesar.........

denganrincianrencanapenggunaansebagaimanaterlampir.

Sebagaibahanpertimbangan, bersamaini

kami

kami

sampaikanpersyaratanpencairanbelanjahibahsesuaidenganPeratur

anBupatitentangPedoman Pemberian Hibah, Bantuan Sosial,

Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga.
Demikianpermohonan kami, atasperkenaan

bantuannyadisampaikanterimakasih.

Hormat Kami

Pemohon

(Nama Jelaspimpinan/ditandatangani/di cap)

Tembusan:
1. KepalaBaperlitbangdaKab. Brebes;
2. Kepala BPKAD Kab. Brebes

Lampiran

dan

suratpermohonanpencairanbelanjahibah /belanjabantuansosialnomor...tanggal...






Contoh Format H :

Lambang

( Nama Lembaga/OrganisasiPelaksana )

SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB
PERMOHONAN BELANJA HIBAH

Yang bertandatangan di bawahini

Nama P
Jabatan L et
Bertindakuntuk dan atasnama L et
Alamat L et ans
Nomor KTP P
Telepon/HP/Fax L et eee e teeee e,
E-Mail L et eaaeaans

Denganini,
menyatakandengansebenarnyabahwauntukmemenuhitujuantransparansi dan

akuntabilitaspenggunaan dana belanjahibah:

1. Bertanggungjawabpenuhbaik formal
maupunmaterilataspenggunaanbelanjahibah yang diterima;

2. Akan menggunakanbelanjahibahsesuaidenganrencanapenggunaan proposal
yang telahdisetujui;

3. BersediadiauditsecaraindependensesuaiPeraturanPerundang-undangan.

Demikianpernyataaninidibuat, denganpenuhkesadaran dan rasa tanggungjawab

seta tidakadaunsurpaksaandaripihakmanapun.

( Nama kota, tanggal, bulan, tahun )
PENERIMA BELANJA HIBAH

( Nama Lengkap )



Contoh FormatI :

PAKTA INTEGRITAS HIBAH DAERAH

Saya yang bertandatangan di bawahini :

Nama ettt ettt ettiiee ettt eeeiieeeeeaaaa,
Jabatan s
Nama Lembaga PPt

AlamatLembaga PPt

dalam rangka pelaksanaan hibah daerah sesuai Naskah Perjanjian Hibah Daerah

Nomor ....covvvvveieiieanene. tanggal .......cooiiiiiiiiinn, menyatakan bahwa saya:

a. Akan menggunakandanasesuaidenganperuntukan yang telah ditetapkan
dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah;

b. Bertanggungjawabpenuhbaik formal maupunmaterilatas pelaksanaan hibah
daerah;

c. Melaporkan penggunaan hibah daerah sesuai ketentuan yang tertuang dalam

Naskah Perjanjian Hibah Daerah.

Dalamhal saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam Pakta
Integritas Hibah Daerah ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

( Nama kota, tanggal, bulan, tahun )
PENERIMA BELANJA HIBAH

Tanda tangan &
(materai Rp.10.000,-)

( Nama Lengkap )



Contoh Format J :

BERITA ACARA HASIL EVALUASI
PERMOHONAN BELANJA BANTUAN SOSIAL

Pada hari ini .............. Tanggal ............ Bulan .......... Tahun ........... kami
Tim Evaluasi Permohonan Belanja Bantuan Sosial pada .............. yang dibentuk
berdasarkan Surat Keputusan Kepala OPD ....... Nomor ........ Tanggal ............

telah melakukan evaluasi atas permohonan belanja bantuan sosial daerah tahun

anggaran 20xx

Berdasarkan hasil evaluasi kami memberikan penilaian sebagai berikut :

Permohonan Yang Hasil Evaluasi
No Uraian Masuk Ket.
Jumlah | Nilai Rp. | Jumlah | Nilai Rp.

BelanjaBansos (uang)

BelanjaBansos
(barang/jasa)

TOTAL

Rincian hasil evaluasi sebagaimana terlampir :
1. Daftar nominatif calon penerima belanja bantuan sosial- uang

2. Daftar nominatif calon penerima belanja bantuan sosial- barang/jasa

Demikian berita acara ini kami buat dengan penuh tanggung jawab dalam

rangkap 4 (empat) untuk dipergunakan seperlunya.

TIM EVALUASI

Nama Lengkap / NIP Tanda tangan



Contoh Format K :

DAFTAR NOMINATIF CALON PENERIMA
BELANJA BANTUAN SOSIAL
TAHUN ANGGARAN

Nama OPD

Jenis belanja

uang / barang / jasa*

.......

BesaranBelanja
Nama Calon Alamat RencanaPen Bansos (Rp.)
No Ket.
Penerima Lengkap ggunaan Hasil
Permohonan
Evaluasi
1 2 3 4 5 6 7

1

3 | Dst....

Brebes, .cooooviiiiiiiiiii
KEPALA OPD KETUA TIM EVALUASI

Nama jelas/NIP/di cap

Ket.
*) coret yang tidak perlu

Nama jelas / NIP




Contoh Format L :

SURAT PERMOHONAN PENCAIRAN DAN RINCIAN RENCANA
PENGGUNAAN BELANJA BANTUAN SOSIAL

KOP SURAT PEMERINTAH/PEMERINTAH DAERAH /PERUSAHAAN

DAERAH /MASYARAKAT/ORGANISASTI KEMASYARAKATAN

Brebes,
Nomor Kepada
Sifat Yth. BupatiBrebes
Lampiran : 1 (satu) berkas di
Perihal Permohonanpencairan dan BREBES

RincianBelanjaBantuan Sosial

BahwaberdasarkanPeraturanBupatiBrebesNomor

Tahun.....tentangPenjabaran APBD Tahun.... bersamaini kami
mengajukanpermohonanpencairanbelanjabantuan sosialberupa
(uang/barang/jasa) sebesar................
denganrincianrencanapenggunaansebagaimanaterlampir.

Sebagaibahanpertimbangan, bersamaini kami
sampaikanpersyaratanpencairanbelanjabantuan
sosialsesuaidenganPeraturanBupatitentangPedoman Pemberian
Hibah dan Bantuan Sosial.

Demikianpermohonan kami, atasperkenaan dan

bantuannya, disampaikanterimakasih.
Hormat Kami

Pemohon

(Nama Jelaspimpinan/ditandatangani/di cap)

Tembusan:
1. KepalaBaperlitbangdaKab. Brebes
2. Kepala BPKAD Kab. Brebes

Lampiran

suratpermohonanpencairanbelanjahibah /belanjabantuansosialnomor...tanggal...






Contoh Format M :

Lambang

( Nama Lembaga/OrganisasiPelaksana )

SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB
PERMOHONAN BELANJA BANTUAN SOSIAL

Yang bertandatangan di bawahini

Nama e eeieeeeeeeeeeieeeeiieeeeaiaaa,
Jabatan ettt eeeeereeereereeeeineaeeieeaaaas
Bertindakuntuk dan atasnama ettt eeeeereeereereeeeineaeeieeaaaas
Alamat ettt eeeeereeereereeeeineaeeieeaaaas
Nomor KTP e e ereeeeeeeeeieeeeaieeeaieaa,
Telepon/HP/Fax D ettt aaaans
E-Mail e e eeeeeeeeeieeeeaieeeaaeaa,

Denganini,
menyatakandengansebenarnyabahwauntukmemenuhitujuantransparansi dan

akuntabilitaspenggunaan dana belanjabantuansosial:

1. Bertanggungjawabpenuhbaik formal
maupunmaterilataspenggunaanbelanjabantuan sosial yang diterima;

2. Akan menggunakanbelanjabantuan sosialsesuaidenganrencanapenggunaan
proposal yang telahdisetujui;

3. BersediadiauditsecaraindependensesuaiPeraturanPerundang-undangan.

Demikianpernyataaninidibuat, denganpenuhkesadaran dan rasa tanggungjawab

serta tidakadaunsurpaksaandaripihakmanapun.

( Namakota/desa, tanggal, bulan, tahun )
PENERIMA BELANJA BANTUAN SOSIAL

( nama lengkap )



Nomor
Sifat
Lampiran

Perihal

Contoh Format N :

LAPORAN PENGGUNAAN BELANJA BANTUAN SOSIAL

Brebes,

Kepada

Yth. BupatiBrebes
1 ( satu ) berkas di -
Laporanpenggunaanbelanja BREBES
bantuan sosial Tahun

Anggaran ........

Sehubungandenganbelanjabantuan sosialtahun 20xx yang
telah kami terimasebesar Rp. ......... yang peruntukannya
................ (  sebutkanperuntukannya ) berikut  kami
sampaikanlaporanpenggunaanbelanjabantuan
social.Jumlahbantuan sosial yang kami/sayaterimaadalahsebesar
Rp. ... dan telahdigunakansebesar Rp. ....... untuk ........ (

sebutkanrincianperuntukannya )

Laporanpenggunaanbelanjabantuan
sosialtelahdisusunsesuaidenganfaktakejadian dan  bukti-bukti

yang dapatdipertanggungjawabkan.

Untuktujuantransparansi dan
akuntabilitaspenggunaanbelanjabantuansosial, kami bersedia dan
siapuntukdilakukanpemeriksaan oleh instansipengawasan

fungsionalsesuaiperundang-undangan yang berlaku.

Demikian kami sampaikan, atasperhatian dan bantuannya

kami sampaikanterimakasih.

PENERIMA BELANJA BANTUAN SOSIAL

( nama lengkap )



Contoh Format O :

PAKTA INTEGRITAS BANTUAN SOSIAL

Saya yang bertandatangan di bawahini :

Nama ettt ettt ettiiee ettt eeeiieeeeeaaaa,
Jabatan s
Nama Lembaga PPt

AlamatLembaga PPt

dalam rangka pelaksanaan bantuan sosial yang bersumber dari APBD Kabupaten

Brebes Tahun Anggaran 20xx menyatakan bahwa saya:

a. Akan menggunakandanasesuaidenganperuntukan yang telah ditetapkan;
Bertanggungjawabpenuhbaik = formal maupunmaterilatas pelaksanaan
bantuan sosial;

c. Melaporkan penggunaan bantuan sosial sesuai ketentuan.

Dalamhal saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam Pakta
Integritas Bantuan Sosial ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

( Nama kota/desa, tanggal, bulan, tahun )
PENERIMA BANTUAN SOSIAL

Tanda tangan
(materai Rp.10.000,-)

( Nama Lengkap )
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